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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 16 ط ṭ 
t dengan 
titik 
dibawahnya 
2 ب b  17 ظ ẓ 
z dengan 
titik 
dibawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
diatasnya 
19 غ g  
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق q  
7 خ Kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ ż 
z dengan titik 
diatasnya 
24 م m  
10 ر r  25 ن n  
11 ز z  26 و w  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
dibawahnya 
29 ي y  
15 ض ḍ 
d dengan titik 
dibawahnya 
    
 
2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
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Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya ai 
و  َ  Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
فيك   : kaifa   لوه:  haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 
ا  َ/ ي Fatḥah dan alif atau ya Ā 
ي  َ  Kasrah dan ya Ī 
ي  َ  Dammah dan wau Ū 
 Contoh:  
  لا ق  : qāla 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
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4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْلا فْط  لَْا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ة  رّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل ا : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-     
Madīnatul Munawwarah 
 ْة  حْل ط  : Ṭalḥah 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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Dengan terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syari’ah dari Bank Indonesia 
No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang 
Syari’ah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang 
peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 November 2004. Pada Tanggal 6 
Februari 2006, Bank BPD Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke 
alamat baru di Jalan T. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe Banda Aceh yang saat ini 
telah mempunyai empat kantor Cabang Pembantu, dan telah mengadakan 
perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh Syariah pada tanggal 29 September 
2010 lalu. Salah satu Cabang Pembantu Bank Aceh  Syariah yaitu di Keutapang 
memiliki kegiatan usaha dalam bidang Penyaluran Dana yang ditawarkan seperti 
produk pembiyaan yang menggunakan akad murabahah. Pengambilan 
pembiayaan yang dikenakan agunan yaitu nasabah yang penempatan gajinya 
tidak pada Bank Aceh dan melebihi Rp 200.000.000,- hal tersebut dilakukan  
untuk meminimalisirkan resiko yang mungkin terjadi. Proses pengikatan agunan 
yang dilakukan yaitu melalui notaris dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 
kemudian proses pembiayaan dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang 
berlaku pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad murabahah sesuai 
ketentuan syariah, jika terdapat masalah pada nasabah dalam melakukan 
pembayaran angsuran maka pihak bank akan segera mempertimbangkan agunan 
tersebut yang telah sah menjadi milik bank. Kegiatan usaha pembiayaan pada 
Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang serta proses pengikatan 
agunan secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur SOP, hanya saja pihak 
bank terkadang melakukan pencairan pembiayaan terlebih dahulu sebelum 
proses pengikatan agunan benar-benar selesai, dikarenakan keperluan mendesak 
dari pihak nasabah. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam perekonomian Indonesia, perbankan dikenal sebagai lembaga 
keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan juga menyalurkan 
dana. Di  samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang, 
memindahkan uang, dan juga sebagai tempat untuk meminjam uang dalam 
bentuk kredit/pembiayaan. Perbankan juga menjadi suatu lembaga intermediasi 
antara bank dengan nasabah di mana bank diharapkan dapat menunjang taraf 
hidup masyarakat.
1
 
Di Indonesia ada dua sistim perbankan yang diterapkan yaitu sistim 
perbankan konvensional dan sistim perbankan syariah. Menurut Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk 
produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan lainnya. Sedangkan 
peraturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,  serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan 
tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an 
dan Hadist dan berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada pada 
zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau 
bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil ijtihad para ulama/ 
cendikiawan  yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.2 
                                                          
1
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2008),  hlm 2. 
2
 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Askara, 
2008), hlm 40. 
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Dalam praktik sehari-hari berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada 
masyarakat seperti Menghimpun Dana : Giro, Deposito, dan Tabungan. 
Menyalurkan Dana : Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Konsumtif, Produktif, 
dan Perdagangan. Pelayanan Jasa : Transfer, Kliring, Safe Deposit Box, dan lain 
– lain. 
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang juga menyediakan 
produk – produk pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil 
(murabahah). Dalam hal ini, bank harus menjaga kualitasnya dengan 
melaksanakan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mencegah pembiayaan 
bermasalah, dengan cara  menganalisa Prinsip 5C (Character/Watak, 
Capacity/Kemampuan, Capital/Modal, Condition/Kondisi, dan Collateral/ 
Jaminan) terhadap calon nasabah penerima fasilitas  untuk melunasi kewajiban 
pada waktunya. Namun, kenyataannya bahwa jaminan atau agunan sangat 
menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank seperti 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang ketiga 
tentang jaminan, karena pada dasarnya agunan bertujuan untuk meminimalisir 
resiko yang mungkin timbul, yaitu dalam hal debitur tidak mampu melunasi 
hutangnya.
3
 
Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
sebagai Pengikatan Jaminan pembiayaan yang tertera dalam Undang-Undang No 
4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan bertujuan memberikan landasan untuk 
dapat berlakunya lembaga Hak Tanggungan yang kuat didalamnya antara lain 
menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu, 
diantaranya mengenai kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
(SKMHT) yang isinya serta syarat berlakunya. proses pembebanan Hak 
Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: 
1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT, yang didahului dengan 
perjanjian utang-piutang yang dijamin 
                                                          
3
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: PT Prenada Media, 2005), hlm 135. 
 
 
3 
 
2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat 
lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. 
Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib 
hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir di hadapan 
PPAT atau Notaris, Pasal 15 ayat (1) UU No 4 Tahun 1996 memberikan 
kesempatan kepada pemberi Hak Tanggungan untuk menunjuk pihak lain 
sebagai kuasanya dengan menggunakan SKMHT.
4
 
Berdasarkan latar belakang diatas maka laporan kerja praktik ini akan 
membahas tentang “Prosedur Pengikatan Hak Tanggungan Via Notarial 
Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang 
Pembantu Keutapang”. 
 
1.2  Tujuan Kerja Praktik 
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana prosedur pengikatan hak tanggungan terhadap pembiayaan 
murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang. 
 
1.3  Kegunaan Kerja Praktik 
Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk : 
1. Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Laporan kerja praktik ini dalam  Khazanah Ilmu Pengetahuan atau 
lingkungan kampus dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan 
referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengikatan hak 
tanggungan via notaris terhadap pembiayaan murabahah bagi 
mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah, serta 
untuk membangun komunikasi antara pihak prodi D-III Perbankan 
Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang 
melalui mahasiswa D-III Perbankan Syariah. 
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2. Masyarakat 
Laporan kerja praktik ini dapat menjadi salah satu sumber informasi 
bagi masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan dan peningkatan hukum hak tanggungan mengenai 
pengikatan hak tanggungan via notaris terhadap pembiayaan 
murabahah dan menjadi motivasi untuk melakukan transaksi di 
perbankan syariah khususnya Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 
Keutapang. 
3. Praktis 
Hasil Laporan kerja praktik ini nantinya diharapkan dapat 
memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat 
dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca. 
4.  Penulis 
Sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai hak tanggungan 
dalam pembiayaan murabahah, serta dapat membandingkan teori 
yang di peroleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di 
Instansi tempat kerja praktik.  
 
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 
Setiap mahasiswa D-III Perbankan Syariah diwajibkan untuk mengikuti 
Kerja Praktik sebelum menyelesaikan studinya, dalam prosedur Kerja Praktik 
mahasiswa dapat melakukan di berbagai lembaga keuangan syariah di kota 
ataupun kebupaten yang telah ditetapkan oleh pihak prodi. 
Untuk dapat mengaplikasikan teori yang penulis peroleh selama 
perkuliahan, maka diperlukan suatu instansi atau perusahaan yang bergerak di 
bidang Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebelum melaksanakan kerja praktik, 
penulis wajib mengikuti briefing atau pengarahan dari pihak jurusan, pengarahan 
tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada penulis tentang 
kondisi tempat kerja praktik, setiap harinya penulis melakukan tahap pelaporan 
kepada pihak universitas berupa Penulisan Laporan Harian yang disetujui oleh 
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Supervisor di tempat penulis melakukan job training, dan ditandatangani oleh 
Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah. 
Setelah selesai melakukan Kerja Praktik (KP) penulis diwajibkan 
membuat Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada pihak Universitas. Penulis berkonsultasi dengan ketua Laboratorium 
untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria, 
selanjutnya penulis membuat laporan awal LKP, setelah laporan awal LKP telah 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan, kemudian ketua Lab memberikan dosen 
pembimbing dalam mempersiapkan LKP, dan penulis dapat memulai proses 
bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Tanggung jawab pembimbing 
dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil. 
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BAB DUA 
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 
 
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
membuat Perarturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum 
berdirinya  Bank Pembangunan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam 
rangka menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan 
daerah serta pembangunan nasional semesta berencana.
5
 
Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali 
mengadakan perubahan nama serta badan hukum, yaitu 19 November 1958: NV. 
Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA), 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Aceh (BPD IA), 5 Februari 1993: PD Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Aceh (PD. BPD IA), 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah 
Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh, dan yang terakhir 
berdasarkan Keputusa Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP. GBI/2010 
Tanggal 29 September 2010 PT. Bank BPD Aceh telah berubah nama menjadi 
PT. Bank Aceh.
6
 
Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen 
masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan 
dengan masalah keyakinan, serta didukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang 
Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, 
membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk 
mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional, 
maka pada Tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh Mendirikan Unit Usaha 
Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001. 
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http://www.bankaceh.co.id/?page_id=563 pada tanggal 4 Mei 2016. 
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Dengan terbitnya izin pembukaan kantor cabang Syariah dari Bank 
Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna Tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin 
pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah dalam aktivitas komersial Bank 
maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh yang beralamat di Jl. 
Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada 5 November 
2004.
7
 
Musibah gempa bumi dan tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004 
adalah salah satu ujian berat yang dihadapi oleh Bank BPD Aceh. Banyak 
karyawan dan nasabah yang hilang dan meninggal dunia yang sudah menjalin 
hubungan dengan sangat baik. Kondisi ini juga menyebabkan ekspansi 
pembiayaan yang telah dibangun, baik dengan instansi-instansi pemerintah 
maupun swasta terhenti total.
8
 
Sesuai komitmen Direksi Bank BPD Aceh, pada Tanggal 3 Januari 2005 
pasca tsunami Bank BPD Aceh Syariah kembali beroperasi. Sehubungan dengan 
rusaknya kantor yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 199-201, Merduati, 
Banda Aceh, maka Bank BPD Syariah membuka kantor sementara di Kantor 
Pusat Bank BPD Aceh, tepatnya bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) 
Bank Aceh Kantor Pusat Operasional. Kegiatan yang dilakukan pada saat itu 
berupa menyelamatkan aset-aset, melakukan identifikasi data-data nasabah yang 
masih hidup dan telah meninggal, serta melayani pembayaran tabungan kepada 
nasabah yang umumnya  dilakukan oleh ahli waris nasabah. 
Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk 
mempertahankan keberadaannya, maka pada Tanggal 21 Februari 2005, 
operasional Bank BPD Syariah dipindahkan ke Jalan Mata Ie No. 17A, 
Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Walaupun kondisi kantor jauh dari 
pusat kota, semangat kerja yang tinggi, penghimpunan dana dan pemasaran 
pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalin relasi dengan 
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berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan 
Aceh Besar. Pada Tanggal 6 Februari 2006, Bank BPD Syariah Cabang Banda 
Aceh kembali berpindah ke alamat baru di Jalan T. Hasan Dek No. 41-43 
Beurawe Banda Aceh.
9
 
Selanjutnya, Bank BPD KCP Syariah Keutapang menjadi Kantor Cabang 
Pembantu pertama yang diresmikan pada bulan Mei 2006 oleh Bapak Aminullah 
Usman, SE, Ak dan Bupati Aceh Besar yang menjabat saat itu yang sekarang ini 
bernama Bank Aceh KCP Syariah Keutapang. Kantor Cabang Pembantu ini 
beralamat di Jalan Mata Ie No. 17A Keutapang Dua yang selama ini banyak 
melayani masyarakat secara umum yang mayoritas berasal dari Keutapang dan 
sekitarnya.
10
 
Adapun visi dan misi Bank Aceh Syariah, yaitu menciptakan dirinya 
sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan 
nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat. Sedangkan misinya 
adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan 
daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 
pembangunan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Bank 
Aceh Syariah juga memiliki motto, yaitu kepercayaan dan kemitraan. Maksud 
dari kata kepercayaan disini adalah suatu manifestasi dan wujud bank seebagai 
pemegang amanah dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan 
kepercayaan tersebut. Makna dari kata kemitraan sendiri yaitu suatu jaminan 
kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan 
strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar 
dan saling menguntungkan, diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara 
berkelanjutan.
11
 
                                                          
9
 www.bankaceh.co.id, Jaringan Bank Aceh Syariah (Banda Aceh), 
diakses melalui situs www.bankaceh.co.id/?page_id=231 pada tanggal 4 Mei 
2016.  
10
 Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah 
Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 9 Mei 2016.  
11
 www.bankaceh.co.id, Visi dan Misi Bank Aceh Syariah, diakses melalui 
situs www.bankaceh.co.id/?page_id=98 pada tanggal 4 Mei 2016.  
9 
 
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
Untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan, 
dibutuhkan struktur organisasi yang tepat. Adapun struktur organisasi PT. Bank 
Aceh KCP Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:
12
 
1.  Kepala Kantor Cabang Pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang 
yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi 
di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. 
Bank Aceh KCP Syariah Keutapang. 
2.  Operation Officer merupakan bagian yang terdiri dari beberapa 
petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. Operation 
Officer yang bertugas pada PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
terdiri dari: 
a. Teller, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani nasabah 
yang melakukan penarikan, dan transfer baik secara tunai 
maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti. 
b. Customer Service (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab 
dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, 
deposito, giro serta menerima keluhan nasabah dan memberikan 
solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang 
dihadapi mengenai produk perbankan. 
3.  Account Officer (AO) adalah petugas yang bertanggung jawab dalm 
memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang 
diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang 
hendak dicairkan. 
4. Bank Officer (BO) atau disebut dengan bagian umum adalah petugas 
yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan 
transaksi pada front officer. Bagian yang terdapat pada BO, yaitu: 
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a. Office Boy (OB) adalah petugas yang bertanggung jawab dalam 
kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan 
kantor pada saat jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingan mereka. 
b. Security (satpam) adalah petugas yang melayani tiap nasabah 
yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai 
kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga 
keamanan dan ketertiban kantor. 
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
2.3.1 Penghimpunan Dana 
Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KCP 
Syariah Keutapang kepada para nasabahnya yaitu tabungan, deposito, dan giro. 
Adapun penjelasan dari produk tersebut di atas adalah sebagai berikut:
13
 
1. Tabungan 
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak 
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan 
dengan itu. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh 
KCP Syariah Keutapang adalah: 
a. Tabungan Firdaus iB 
Tabungan Firdaus iB adalah suatu produk penghimpunan dana 
yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip 
mudarabah. Di mana dana yang diinvesstasikan oleh nasabah dapat 
dipergunakan oleh bank dengan imbalan bagi hasil nasabah. 
Tabungan Firdaus ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah 
yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan 
usaha batasan dan syarat-syarat tertentu. 
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b. Tabungan Sahara iB 
Tabungan Sahara iB adalah tabungan yang disediakan oleh bank 
bagi perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji 
dan umrah. Produk ini menerapkan prinsip al-wadi’ah yad 
dhamanah yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat 
dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah,  dimana bank 
menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan 
pokok.  
c. TabunganKu iB  
TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan 
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama 
oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya 
menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Deposito Sejahtera iB 
Deposito Sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam 
bentuk mata uang rupiah yang pengelolaan dananya berdasarkan 
prinsip syariah dengan akad mudarabah mutlaqah, yaitu akad antara 
pihak pemilik dana (sahibul mal) dengan pengelola dan (mudharib). 
Dalam hal ini nasabah (sahibul mal) berhak memperoleh keuntungan 
bagi hasil sesuai yang tercantum dalam akad. 
3. Giro Amanah iB 
Giro Amanah iB adalah suatu produk penghimpunan dana dengan 
menggunakan prinsip wadi’ah, yang diperuntukkan bagi perorangan 
dan badan hukum. Pada  produk ini, dana nasabah pada bank dapat 
dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank menjamin 
akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok, serta 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 
bilyet giro dan sarana pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan 
bank. 
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2.3.2 Penyaluran Dana 
Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KCP 
Syariah Keutapang kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:
14
 
1. Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB 
Pembiayaan Seramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk 
pembiayaan yang telah diperuntukkan bagi pengusaha usaha kecil 
atau mikro dalam rangka penanaman modal untuk pengembangan 
usahanya. 
2. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) 
Pembiayaan Usaha Rakyat iB adalah suatu pembiayaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil atau mikro. 
3. Garansi Bank iB (kafalah) 
Garansi Bank iB (kafalah) adalah suatu produk pembiayaan terkait 
dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan 
kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak 
memenuhi kewajibannya. Untuk produk Garansi Bank iB (kafalah), 
saat ini belum diaplikasikan pada PT. Bank Aceh KCP Syariah 
Keutapang. Namun hanya tersedia di PT. Bank Aceh Syariah 
Cabang Banda Aceh. 
4. Pembiayaan Konsumer iB 
Pembiayaan Konsumer iB adalah suatu produk pembiayaan yang 
menggunakan pronsip jual beli dengan akad murabahah. Dalam hal 
ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. 
Dimana harga jual bank adalah harga beli pada supplier ditambah 
dengan keuntungan pihak bank. 
5. Pembiayaan Usaha iB 
Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan 
kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan 
menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk 
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pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap 
lancer. 
6. Qard beragun emas iB (Gadai Emas) 
Qard beragun emas iB (Gadai Emas) adalah suatu produk 
pembiayaan yang mewajibkan pihak bank untuk dijadikan sebagai 
argunan atas dana pembiayaan yang diterima. Untuk produk 
pembiayaan Qard beragun emas iB, saat ini belum diaplikasikan 
pada PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang. Tetapi hanya tersedia 
pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. 
2.3.3 Pelayanan Jasa 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan 
perkembangan, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas 
produk pelayanan jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasaan 
nasabah. 
Pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran perbankan yang disediakan 
oleh PT. Bank Aceh Syariah antara lain, MEPS (Malaysian Exchange Payment 
System), Transfer, Kliring, Real Time Gross Settlement (RTGS), Inkaso, 
Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistim Komputerisasi Haji Terpadu). 
Penerimaan Pajak, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, 
Layanan ATM Bersama, Pembayaran telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran 
Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana 
Kebajikan, Pengiriman Uang ke Luar Negeri.
15
 
1.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang memiliki 8 (delapan) orang 
karyawan, yang terdiri 5 (lima) orang karyawan dan 3 (tiga) orang karyawati. 
Karyawan PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang memiliki susunan organisasi 
yang terdiri dari satu orang yang bertugas sebagai Kepala KCP, satu orang 
sebagai teller, satu orang sebagai customer service, dua orang sebagai petugas 
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bagian pembiayaan (account officer), serta tiga orang yang bertugas di bagian 
umum terdiri dari satu orang petugas back office dan dua      petugas security. 
Jenjang pendidikan karyawan PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang 
yaitu    Strata 1 dan SMA. Karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 diantaranya 
1 (satu) orang kepala KCP, 1 (satu) orang teller, 1 (satu) orang customer service, 
dan 1 (satu) orang di bagian account officer (pembiayaan). Untuk jenjang 
pendidikan SMA yaitu 1 (satu) orang di bagian account officer (pembiayaan), 1 
(satu) orang di bagian back officer dan 2 (dua) orang sebagai security (satpam). 
Dikarenakan lembaga perbankan merupakan suatu tempat dilakukannya 
transaksi keuangan, maka dibutuhkan penjagaan ekstra dari segi keamanan 
kantor. Maka dari itu, PT. Bank Aceh KCP Syariah Keutapang menyewa 2 (dua) 
petugas kepolisian dari POLDA Aceh yang bertugas menjaga keamanan kantor 
dari pagi hari jam 07.00 sampai jam 17.00 WIB. Serta penjagaan keamanan 
kantor selama 24 jam oleh petugas security yang bertugas bergantian setiap 
harinya.
16
 
                                                          
16
 Wawancara dengan Masyithah (Kepala KCP) PT. Bank Aceh Syariah 
Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 9 Mei 2016. 
15 
 
BAB TIGA 
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 
 
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 
      Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik yang dilaksanakan lebih kurang 
selama 30 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang 
berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah 
pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Aceh 
Syariah Cabang Pembantu Keutapang. Selama Kerja Praktik (KP), penulis 
mempelajari banyak hal tentang aplikasi ilmu yang di dapatkan pada bangku 
perkuliahan. Di mana kegiatan tersebut dibimbing langsung oleh kepala cabang 
selaku supervisor serta karyawan tetap instansi tersebut. 
      Adapun kegiatan yang dilakukan pada masa kerja praktik yaitu :
17
 
3.1.1   Bagian Pembiayaan 
1. Mencatat data nasabah yang akan dicairkan pembiayaannya pada 
buku pencairan pembiayaan murabahah. 
2. Mengarsip file pembiayaan nasabah 
3. Mengagenda dukungan bank 
4. Melayani nasabah dengan memberikan rekening korannya. 
5. Menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan murabahah 
pada buku agenda. 
6. Melayani nasabah dengan memberikan brosur pembiayaan 
murabahah 
7. Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan nasabah 
8. Menyusun file pembiayaan yang perlu ditandatangani oleh direksi 
9. Melakukan kelengkapan syarat pemenuhan pembiayaan dengan 
meminta nasabah untuk memaraf, menandatangani, serta sidik jari 
kertas akad pembiayaan murabahah. 
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 Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh 
Syariah Cabang Pembantu Keutapang. 
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10. Mencatat data nasabah yang telah melunasi pembiayaannya untuk 
diberikan SK serta BPKB pada buku serah terima SK. 
11. Memeriksa kertas penerimaan pembiayaan pada semua instansi yang 
bersangkutan 
12. Mencatat Credit Nota (CN) 
3.1.2   Bagian Customer Service 
      Dalam  bagian Customer Service (CS), penulis melakukan beberapa 
kegiatan yang membantu CS yaitu meregister tabungan firdaus, tabungan sahara 
dan pengkinian data tabungan, meregister rekening giro dan reset PIN. Mengisi 
buku agenda surat masuk dan surat keluar. Mencatat data perusahaan yang 
membuka rekening giro serta nomor seri Cek/Bilyet Giro (BG) nasabah yang 
masih aktif tapi perusahaan sudah tutup, mengetik surat konfirmasi cek giro 
tutup. Meregister pengaduan nasabah,  Pemindah Pembukuan (PP) dan Debet 
Nota (DN), serta meregister penutupan rekening tabungan firdaus dan sahara. 
3.1.3   Bagian Teller 
      Saat Kerja Praktik (KP) di bagian teller, kegiatan yang penulis lakukan 
adalah membantu teller melayani dan menghitung uang setoran dari nasabah 
serta penarikan untuk nasabah. Mengarsip slip transaksi harian yang telah di 
verifikasi, dan mengarsip laporan kas harian, daftar kas, bukti penyerahan kas, 
surat keluar, biaya adm atm, bukti penyetoran dan penarikan teller. 
3.1.4   Bagian Umum 
      Dalam bagian umum, penulis melakukan kegiatan mengarsip dan 
menyusun Bukti Kas Keluar (BKK) baik yang fotokopian maupun asli. Dan 
mencatat data-data Bukti Kas Keluar (BKK). 
3.2   Bidang Kerja Praktik 
      Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang 
Pembantu Keutapang, penulis menekuni bidang pembiayaan, akan tetapi lebih 
kepada pengikatan hak tanggugan via notaris dalam pembiayaan murabahah. 
      Pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 
Keutapang merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip pola jual-beli di 
  
17 
 
mana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan 
demikian harga jual bank adalah harga beli supplier 
18
 
      Dalam prosedur pengikatan hak tanggungan via notaris terhadap 
pembiayaan murabahah terjadi apabila calon nasabah dikenakan agunan 
tambahan, calon nasabah yang dikenakan agunan tambahan seperti Pegawai 
Negeri otonom / Depag / Kejaksaan / Karyawan BUMN / BUMD yang 
penempatan gajinya bukan pada Bank Aceh ( namun sebelumnya telah membuat 
MoU dengan Bank Aceh), pengambilan pembiayaan di bawah Rp 60.000.000,-  
dibebaskan agunan, tetapi pengambilan pembiayaan lebih dari Rp 200.000.000,- 
agunan yang dikenakan tidak hanya agunan utama akan tetapi juga agunan 
tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, jika agunan utama 
nilainya tidak mencukupi dari kebutuhan pembiayaan yang diambil. Sebaliknya 
Pegawai Negeri otonom / Pusat / Karyawan BUMD / BUMN yang penempatan 
gajinya pada Bank Aceh maka dibebaskan agunan seberapa pun jumlah 
pembiayaan yang diambil, hanya penyerahan agunan utama berupa asli dan 
fotocopy SK 80%, SK 100%, SK Terakhir, Taspen, dan Karpeg.
19
 
      Pengikatan agunan bergerak ataupun tidak bergerak dilakukan melalui 
notaris yang telah ditentukan oleh pihak bank (telah memiliki MoU dengan Bank 
Aceh), adapun syarat-syarat yang harus dilampirkan calon nasabah untuk 
pengajuan pembiyaan murabahah antara lain :
20
 
1. Foto Copy KTP dan Pas Photo 3 x 4 (3 Lembar) Suami/Istri 
2. Data Permohonan Pembiayaan Individual 
3. Daftar Rincian Gaji bulan terakhir 
4. Surat Kuasa memotong gaji yang disetujui oleh Bendaharawan  gaji 
dan kepala instansi/perusahaan 
5. Karpeg dan Taspen / Jamsostek / Dana Pensiun / Asuransi 
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 Berdasarkan pengalaman penulis selama praktik di PT. Bank Aceh 
Syariah Cabang Pembantu Keutapang. 
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 Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Petugas Pembiayaan Bank Aceh 
Syariah Cabang Pembantu Keutapang, pada tanggal 9 Mei 2016. 
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6. SK pengangkatan sebagai calon pegawai / karyawan tetap (80%) 
7. SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap (100%) 
8. SK Golongan / Pangkat terakhir 
9. Daftar barang yang akan dibeli 
10. Foto copy surat nikah dan kartu keluarga (di atas Rp 30.000.000,-) 
11. Foto copy NPWP pribadi (di atas Rp 100.000.000,-) 
12. Agunan tambahan (BPKB / SHM) 
      Ketika calon nasabah telah mengajukan permohonan dan telah 
melengkapi syarat, maka pihak bank akan melakukan penilaian terlebih dahulu 
kepada calon nasabah untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan 
tersebut layak direalisasikan atau tidak, jika pembiayaan tersebut layak untuk 
direalisasi maka calon nasabah harus menandatangani akad yang berisi 
perjanjian, syarat dan ketentuan yang telah disepakati, kemudian nasabah 
diberikan surat Pengikatan Agunan dari pihak bank untuk diberikan kepada 
notaris yang ditentukan dalam surat tesebut dengan membawa sertifikat agunan 
yang asli dan wajib datang bersama istri atau nama-nama yang tertera lainnya 
sebagai pemilik sertifikat untuk menandatangani Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT). Pada saat itu nasabah juga menandatangani surat 
yang berisi Cek Bersih, Pengikatan Hak Tanggungan (PHK), Keabsahan, dan 
biaya notaris yang disebut Cover Note. Biaya notaris yang telah ditentukan yaitu 
0,05% dari Hak Tanggungan, sedangkan Hak Tanggungan sebesar 150% dari 
jumlah pengambilan pembiayaan. Kemudian sertifikat agunan asli dan SKMHT 
tersebut diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui notaris  untuk 
proses Surat Hak Tanggungan (SHT), masa penyelesaian SHT membutuhkan 
waktu yang lama sekitar 3 bulan, setelah SHT selesai dan diterbitkan oleh BPN 
maka notaris dapat menyerahkannya kepada pihak bank sebagai agunan yang sah 
dan resmi, jika suatu saat nasabah mengalami kredit bermasalah atau tidak 
mampu melunasinya bank dapat melelang agunan tersebut. Sementara proses 
pencairan pembiayaan dapat langsung dilakukan oleh nasabah dan pihak bank 
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sebelum SHT diterbitkan dengan menandatangani Tanda Terima, Memo, Surat 
Keputusan, SP-3, Surat Kuasa Mendebet Rekening dan Akad di atas materai.
21
 
      Adapun pengikatan dan nilai taksiran agunan yang ditetapkan oleh 
bank:
22
 
1. Agunan dalam bentuk benda bergerak 
Benda bergerak adalah benda yang sifatnya dapat berpindah atau 
dipindahkan, yaitu misalnya kendaraan bermotor. Benda tersebut 
dapat dijadikan jaminan atas pelunasan utang Debitur. Sedangkan 
pengikatan jaminan atas benda tersebut  adalah dengan Fidusia. 
Penilaian yang dilakukan seperti : 
a) BPKB yaitu 5 tahun masa pembayaran. Misalnya BPKB 
motor/mobil tahun 2012, sedangkan nasabah ingin mengambil 
pembiayaan pada tahun 2015 maka pembiayaan yang dapat 
nasabah ambil yaitu dengan jangka waktu 2 tahun dari sisa 
jangka waktu BPKB milik nasabah. 
b) Motor/mobil sah milik calon nasabah pembiayaan. 
c) Kondisi motor/mobil masih bagus. 
d) STNK masih berlaku. 
e) Nilai jual motor/mobil dengan taksiran 60% dari harga pasaran. 
 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, 
sesuai UU  No.42 Tahun 1999. 
2. Agunan dalam bentuk benda tidak bergerak 
Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat bergerak atau 
tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan 
bangunan, emas, dan deposito. Sedangkan pengikatan jaminan atas 
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tanah hak tersebut adalah dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan 
(APHT). Penilaian yang dilakukan seperti : 
a) Tanah. Harus adanya sertifikat kepemilikan dan nilai jual 
sertifikat tanah taksiran 85% dari harga pasaran. 
b) Bangunan. Jika ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka nilai 
taksirannya 75% dari harga pasaran, jika tidak maka nilai 
taksirannya 65% dari harga pasaran. 
c) Emas. Termasuk emas murni dan nilai taksirannya 90% dari 
harga pasaran. 
d) Deposito. Nilai taksirannya 100%. 
 
3.3   Teori yang Berkaitan 
3.3.1 Hak Tanggungan 
      Hak tanggungan, menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - benda yang 
berkaitan tanah, adalah : 
Hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah, 
yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan , adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok 
Agraria,berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor –
kreditor lain. 
      Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut 
dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu 
bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek 
(jaminan)nya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang No.5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang 
Pokok Agraria.
23
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      Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Pokok Agraria, dapat kita 
lihat ketentuan Pasal 51 Undang – Undang Pokok Agraria, yang menyatakan 
bahwa :    Pasal 51 
Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, hak guna usaha dan 
hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diaur dengan Undang - 
Undang. 
      Ciri-ciri Hak Tanggungan menurut UU No.4 Tahun 1996 :
24
 
1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 
pemegangnya. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan sebagai 
kreditur memperoleh hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk 
memperoleh pembayaran piutangnya dari hasil penjualan (pencairan 
pembiayaan) objek jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan 
tersebut. 
2. Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek 
tersebut berada. Bila objek jaminan utang yang diikat dengan hak 
tanggungan beralih ke pihak lain karena suatu sebab seperti 
pewarisan, penjualan, penghibahan, dan sebab lainnya, pembebanan 
hak tanggungan atas objek jaminan utang tersebut tetap melekat. 
3. Memenuhi asas spesialisasi dan asas publisitas. Pemenuhan asas 
spesialisasi dan asas publisitas dalam rangka pembebanan hak 
tanggungan adalah sebagaimana yang tercermin dari ketentuan-
ketentuan UU No.4 Tahun 1996 sepanjang mengenai pembuatan akta 
pemberian hak tanggungan. 
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Bila debitur wanprestasi 
yaitu tidak melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan 
kepada kreditur, kreditur yang bersangkutan akan melakukan eksekusi 
atas objek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan.  
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3.3.2 Pengikatan Hak Tanggungan 
      Istilah „Perikatan‟ yang digunakan dalam KUH Perdata perikatan adalah 
adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang 
atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak 
lain berkewajiban atas sesuatu., dalam islam dikenal dengan istilah aqaq (akad 
dalam bahasa Indonesia). Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian 
antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 
hukum terhadap objeknya.
25
 
      Sebagai bukti sah suatu aset diagunkan kepada bank adalah dilakukan 
pengikatan agunan secara legal formal. Pengikatan tersebut dilakukan di hadapan 
notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengikatan agunan. Pasal 10 
Undang - Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Pemberian Hak 
Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai 
jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
26
 
      Beberapa ketentuan hukum lainnya tentang Perikatan berdasarkan KUH 
Perdata dalam Pasal 1233 KUH Perdata tentang Ketentuan - Ketentuan Umum 
Perikatan, Pasal 1234 KUH Perdata tentang Ketentuan - Ketentuan Umum 
Perikatan, Pasal 1237 KUH Perdata tentang Perikatan Untuk Memberikan 
sesuatu,
27
 dan Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perikatan-Perikatan yang 
dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.
28
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Kencana, 2005), hlm 93. 
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3.3.3 Prosedur Pengikatan Hak Tanggungan 
      Tahap pemberian Hak Tanggungan (Pasal 10 UUHT) : 
1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di 
dalam bagian perjanjian utang piutang yang bersangkutan, atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 
2. Apabila objek Hak Tanggungan berupa Hak atas tanah yang berasal 
dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan 
akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak 
Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran 
hak atas tanah yang bersangkutan (PP No. 10 Tahun 1961, L.N.1961-
28). 
Hal yang wajib dicantumkan dalam APHT (Pasal 11 ayat 1 UUHT) : 
a) Nama dan identitas pemegang dan pemberi HT 
b) Domisili masing-masing pihak 
c) Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin 
d) Nilai tanggungan 
e) Uraian yang jelas mengenai objek HT29 
3. Sebagai bukti adanya HT, kantor pertanahan menerbitkan Sertifikat 
Hak Tanggungan (SHT). 
4. Jika pemberi HT tidak dapat hadir dihadapan PPAT, ia dapat memberi 
kuasa kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), SKMHT wajib dibuat 
oleh Akta Notaris atau PPAT (Pasal 15 ayat 1 UUHT). 
5. SKMHT atas tanah wajib diikuti dengan pembuatan APHT paling 
lambat 1 bulan sejak SKMHT dibuat. SKMHT atas tanah yang belum 
bersertifikat wajib diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat 3 
bulan sejak SKMHT dibuat. Bila batas waktu tersebut dilampaui, 
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maka SKMHT akan batal dengan sendirinya. Perkecualian berlaku 
untuk pembiayaan tertentu yang diatur oleh undang-undang, maka 
SKMHT tidak dibatasi masa berlakunya, dalam Pasal 15 ayat (2) 
UUHT bahwa SKMHT bersifat tidak dapat ditarik kembali. 
6. Hak tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan 
HT, dilepaskannya HT oleh pemegang HT, Pembersihan HT 
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan 
hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT (Pasal 1381 KUH Perdata 
tentang Hapusnya Perikatan-Perikatan).
30
 
 
3.3.4 Prosedur Pengikatan Hak Tanggungan Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
 
      Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga 
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau 
keuntungan dalam jumlah tertentu. Pembiayaan murabahah telah diatur dalam 
Fatwa DSN  No. 04/DSN- MUI/IV/2000.  Dalam fatwa tersebut  disebutkan 
ketentuan umum  mengenai murabahah.
31
 
      Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam 
fatwa adalah sebagai berikut :
32
 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian 
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yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut 
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-
beli. 
d. Dalam jual beli ini bank  dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak, sebagai alternatif, maka: jika 
nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
      Dalam pelaksanaan murabahah ini, pihak bank diperbolehkan untuk 
meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan 
pesanannya.
33
 
                                                                               
                                                                                        
                                            
 
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”(al-baqarah: 283) 
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      Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang ”. Dalam  dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal 
sebagai jaminan (collateral).
34 
 ْنِم اَماََعط يََرتْشا َمَّلَس َو ِهُْ َلَع الله ًَّلَص ٍَّ ِبَّنلا ََّنأ َاهْنَع الله ٍِضَر َةَِشئاَع ْنَع 
  ٌ ِدُىَه  ٍ ٍدَِدَح ْنِم اًعْرِد َُهَنهَرَو لََجأ ًَِلإ  
“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi dengan tempo (kredit) dan menjaminkan kepadanya baju besi.” 
(HR Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).
35
 
      Cara pengikatan objek jaminan kredit yang secara umum akan 
mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga 
jaminan, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Masing-masing 
lembaga jaminan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda dan 
akan dapat memberikan kepastian hukum kepada kreditor dan pemilik objek 
jaminan utang. Masing-masing lembaga jaminan menetapkan ketentuan 
mengenai tata cara pengikatan objek jaminan utang yang harus dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek jaminan utang.
36
 
      Proses penyerahan agunan terhadap pembiayaan murabahah dilakukan 
dengan prosedur pengikatan hak tanggungan yang telah ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur‟an :  
...              
                              
     
"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..." (al-ma‟idah: 1  
...                                          
          
"… Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai 
pertanggungjawaban."  (al-Isra`: 34) 
                                                          
34
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 128. 
35
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 129. 
36
 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 134. 
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3.3.5 Dewan Syariah Nasional (DSN) 
      Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa 
berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka diperlukan suatu badan 
independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki 
pengetahuan umum di bidang perbankan. Dewan Pengawas syariah (DPS) 
sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada 
bank.
37
  
      Berikut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah :
38
 
a. Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah. 
b. Kedua  : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah. 
c. Ketiga  : Jaminan dalam Murabahah. 
d. Keempat : Utang dalam Murabahah. 
e. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah. 
f. Keenam : Bangkrut dalam Murabahah. 
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 
      Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada   
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, prosedur pengikatan hak 
tanggungan via notaris terhadap pembiayaan murabahah secara keseluruhan 
hampir sesuai dengan prosedur SOP yang ditetapkan bank tersebut. Ada 
sebahagian akad yang ditandatangani tidak sesuai dengan keperluan nasabah. 
Dan pihak bank juga mempermudah nasabah dalam proses pencairan 
pembiayaan menjadi lebih cepat, proses pencairan seharusnya dilakukan setelah 
SHT diterbitkan, akan tetapi bank mengizinkan pencairan dilakukan sebelum 
SHT diterbitkan sesuai keinginan nasabah dan mengingat kemungkinan adanya 
keperluan nasabah. 
                                                          
37
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan 
Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 70. 
38
 Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 
hlm 246. 
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      Mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah yang cara pengikatan tersebut dilakukan secara resmi di hadapan 
notaris, untuk meminimalisirkan resiko yang mungkin terjadi. Aset berupa 
barang yang dimiliki oleh nasabah dan diserahkan kepada bank, di mana bank 
memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan likuidasi dengan cara menjualnya 
apabila nasabah wan prestasi terhadap kewajibannya.
39
 
 
                                                          
39
 Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, (Surabaya: Laksbang 
Justitia Surabaya, 2015), hlm 191. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
     Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis menyimpulkan bahwa dalam prosedur pengikatan hak tanggungan via 
notaris terhadap pembiayaan murabahah terjadi apabila calon nasabah dikenakan 
agunan tambahan, calon nasabah yang dikenakan agunan tambahan seperti 
Pegawai Negeri otonom / Depag / Kejaksaan / Karyawan BUMN / BUMD yang 
penempatan gajinya bukan pada Bank Aceh ( namun sebelumnya telah membuat 
MoU dengan Bank Aceh), pengikatan agunan bergerak ataupun tidak bergerak 
dilakukan melalui notaris yang telah ditentukan oleh pihak bank (telah memiliki 
MoU dengan Bank Aceh), ketika pembiayaan yang diajukan layak untuk 
direalisasi maka calon nasabah harus menandatangani akad yang berisi perjanjian, 
syarat dan ketentuan yang telah disepakati, dan nasabah juga menandatangani 
SKMHT di hadapan notaris. Sertifikat agunan asli dan SKMHT diserahkan ke 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui notaris  untuk proses penerbitan Surat 
Hak Tanggungan (SHT), setelah SHT diterbitkan oleh BPN maka notaris dapat 
menyerahkannya kepada pihak bank sebagai agunan yang sah dan resmi, jika 
suatu saat nasabah mengalami kredit bermasalah atau tidak mampu melunasinya 
bank memiliki hak sepenuhnya untuk menjual agunan tersebut. 
37 
 
 
 
4.2 Saran 
     Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Aceh Syariah 
Cabang Pembantu Keutapang, ada beberapa saran yang perlu disampaikan dalam 
bab ini, di antaranya : 
1. Sebaiknya bank tidak melakukan pencairan pembiayaan terlebih dahulu 
sebelum SHT diterbitkan kecuali keadaan nasabah yang sangat mendesak, 
agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi. 
2. Semoga seluruh akad yang ditandatangani sesuai dengan keperluan nasabah. 
3. Semoga kualitas kinerja pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 
Keutapang semakin meningkat kedepannya, baik dalam bagian pembiayaan 
maupun dalam bagian lainnya. 
4. Penulis berharap penelitian ini sebagai langkah awal yang perlu dilanjutkan 
oleh peneliti-peneliti berikutnya di Bank Syariah, dan semoga perjuangan 
untuk menemukan jati diri Bank Syariah dalam rangka          ke-indonesiaan 
bisa tercapai. 
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